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ASTA CITA PRESIDEN 
DAN WAKIL PRESIDEN
Dalam Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden yang
merupakan visi menuju Indonesia Emas. Secara tegas
Presiden dan Wakil Presiden memasukan
Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan
Hak Asasi Manusia sebagai landasan filosofi dalam
menjalankan Pemerintahan dan Bernegara.



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 
NASIONAL (RPJMN) TAHUN 2025-2029

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025

Berdasarkan Perpres No. 12 Tahun 2025, Strategi Nasional Bisnis dan HAM (Stranas BHAM) menjadi salah satu
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029.



PERATURAN PRESIDEN NO 
156 TAHUN 2024 

Tugas Direktorat Jenderal Pelayanan Dan Kepatuhan HAM

Berdasarkan Perpres No. 156 Tahun 2024 tentang Kementerian Hak Asasi Manusia, Penilaian Kepatuhan HAM Pelaku
Usaha merupakan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM (Ditjen PDK HAM)



PERKEMBANGAN KEBIJAKAN BISNIS DAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA





DATA PEKERJA ANAK

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pada
tahun 2024 persentase pekerja anak mengalami
kenaikan sebesar 0,45% dari tahun 2023 yaitu dari
1,72% menjadi 2,17%.

Kenaikan persentase tersebut diiringi dengan
kenaikan jumlah pekerja anak dari tahun 2023
sebesar 1,01 juta orang menjadi 1,27 juta orang
pada tahun 2024.

Apabila dilihat berdasarkan tempat tinggal, pada
tahun 2024 pekerja anak lebih tinggi di wilayah
perdesaan dengan persentase 2,82%
dibandingkan wilayah perkotaan dengan
persentase 1,72%.

Fenomena ini menggambarkan bahwa anak-anak
di wilayah perdesaan berpeluang lebih tinggi untuk
menjadi pekerja anak akibat dorongan faktor
kemiskinan yang memaksa anak-anak untuk tetap
bekerja membantu perekonomian keluarga.

https://www.bps.go.id/id/publication/2025/04/28/1ecc9dec1ef7a591babf5962/indikator-pekerjaan-layak-di-indonesia-2024.html


1. Peraturan Presiden No. 60 Tahun 2023 memuat 3 Strategi yang berfokus pada

pengarusutamaan HAM di sektor Bisnis:

• Peningkatan pemahaman, kapasitas, dan promosi bisnis dan HAM

• Pengembangan regulasi, kebijakan, dan panduan yang mendukung pelindungan dan

penghormatan HAM.

• penguatan mekanisme pemulihan yang efektif bagi korban dugaan pelanggaran HAM

dalam praktik kegiatan usaha

2. Strategi Nasional Bisnis dan HAM memuat berbagai Aksi Bisnis dan HAM yang pelaksanaan

dan pelaporannya melibatkan 17 K/L (pada tahun 2024) dan 21 K/L (pada tahun 2025) serta

38 Pemerintah Provinsi di Indonesia.

3. Pada Tahun 2023, belum dilaksanakan Pelaporan Aksi Bisnis dan HAM mengingat Pengesahan

Perpres yang baru terlaksana di akhir tahun. Namun pada Tahun 2023-2024 telah dibentuk

Gugus Tugas Nasional Bisnis dan HAM (GTN BHAM) dan 38 Gugus Tugas Daerah Bisnis dan

HAM (GTD BHAM) yang bertugas untuk mengoordinasikan dan menyelaraskan pelaksanaan

Aksi Bisnis dan HAM di tingkat Pusat dan Daerah.

Strategi Nasional Bisnis dan HAM
(Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023)



Dalam Pembentukan Gugus Tugas Daerah

Bisnis dan HAM (GTD BHAM), Kementerian

HAM mendorong keanggotaan Organisasi

Anak dan Remaja dalam GTD BHAM,

sebagai wujud partisipasi Kelompok Anak

dan Remaja dalam pembuatan kebijakan.

Pemerintah Provinsi Aceh telah

melibatkan organisasi Kelompok Remaja

dan Forum Anak sebagai Anggota GTD

BHAM agar hak-hak remaja dan anak juga

dapat diakomodasi dalam berbagai

kebijakan Bisnis dan HAM.

Pelibatan Organisasi Remaja dan 

Anak dalam GTD BHAM



AKSI BISNIS DAN HAK ASASI MANUSIA YANG 

BERKAITKAN DENGAN ANAK

Aksi BHAM Tahun 2024



SURAT EDARAN 

MENTERI HAK ASASI MANUSIA

SE Menteri HAM Nomor MHA-01.HA.03.02 Tahun 2025 tentang
Penilaian Kepatuhan Bisnis dan HAM Bagi Pelaku Usaha bertujuan
untuk mengisi kekosongan regulasi pasca berakhirnya Perpres
No. 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan HAM pada
tahun 2025 hingga RPerpres terbaru terkait Uji Tuntas HAM
disahkan.

Penilaian Kepatuhan Bisnis dan HAM Bagi Pelaku Usaha
dilaksanakan melalui Aplikasi PRISMA yang diatur prosedur dan
mekanisme pelaksanaannya dalam Surat Edaran tersebut.



RUANG LINGKUP SURAT EDARAN 





Alur Pengisian PRISMA 



PRISMA bersifat Voluntary (Sukarela)

PRISMA adalah Penilaian Mandiri oleh 
Perusahaan

PRISMA dikelola dan dilaksanakan oleh 
Direktorat Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan 
HAM

Hasil Penilaian PRISMA bersifat Scoring (Angka) dengan 3 
kategori Penilaian:
- Hijau (Sesuai dengan indikator PRISMA) : 76-100
- Kuning (Cukup Sesuai dengan Indikator PRISMA): 56-75
- Merah (Belum Sesuai dengan Indikator PRISMA): 0-55
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PRISMA

LingkunganKebijakan HAM

Dampak HAM bagi perusahaanDikriminasi

Agraria dan Masyarakat AdatTenaga Kerja

Rantai PasokPrivasi

Mekanisme PengaduanSerikat Pekerja

Tanggung Jawab Sosial & 
Lingkungan

Kondisi Kerja



1. KEBIJAKAN HAM

Sub Indikator:

- Apakah Perusahaan Anda memiliki kebijakan khusus HAM (kebijakan tersendiri

yang mengatur tentang penghormatan HAM, hak anak, perempuan, disabilitas,

dan masyarakat adat)?

2. TENAGA KERJA

Sub Indikator:

- Apakah Perusahaan Anda meninjau bahwa upah yang diberikan sudah

memenuhi kebijakan dasar?

- Apakah Perusahaan Anda memberikan jaminan social kepada pekerja?

- Apakah Perusahaan Anda sudah memenuhi upah minimum daerah?

*Pertanyaan ini secara tidak langsung menjamin keluarga Sejahtera sehingga

kemungkinan pekerja anak tidak terjadi

BEBERAPA INDIKATOR PRISMA YANG 

BERSENTUHAN DENGAN ANAK



3. KONDISI KERJA

Sub Indikator:

- Apakah perusahaan Anda memiliki kebijakan K3?

- Apakah Perusahaan Anda memberikan Alat

Perlindungan Diri (APD)?

untuk memastikan pekerja dalam rentan usia

remaja terlindungi

4. LINGKUNGAN

Sub Indikator:

- Apakah perusahaan Anda memiliki kebijakan

terkait pengelolaan dan penilaian dampak

lingkungan?

- Apakah perusahaan Anda memiliki kebijakan

termasuk prosedur/mekanisme darurat dalam

mengatasi kerusakan lingkungan dan Kesehatan

masyarakat sekitar?

memastikan pekerja anak terlindungi dari dampak

lingkungan

5. CSR (TANGGUNG JAWAB SOSIAL)

Sub Indikator:

- Apakah penerima manfaat (kelompok rentan

anak) menerima manfaat dari CSR?

6. RANTAI PASOK

Sub Indikator:

- Apakah perusahaan Anda mempunyai kriteria

pemilihan ramtai pasok?

- Apakah perusahaan Anda memiliki Mekanisme

pengawasan kinerja pasok?

*memastikan rantai pasok bersih dari pekerja anak

7. DAMPAK HAM BAGI PERUSAHAAN

Sub Indikator:

- Apakah operasi bisnis Perusahaan Anda berisiko

melanggar HAM bagi masyarakat dan/atau

lingkungan sekitarnya?

- Apakah hak anak berisiko dilanggar dalam

proses bisnis Perusahaan Anda?



MANFAAT PENGGUNAAN PRISMA BAGI 
PELAKU USAHA

Meningkatkan Citra dan Nilai Baik Perusahaan
Dengan melaksanakan prinsip-prinsip bisnis dan HAM, perusahaan dapat meningkatkan citra dan nilai baik
perusahaan di mata masyarakat, sehingga terjadi keseimbangan antara tujuan perusahaan dan pemenuhan
HAM masyarakat

Memenuhi Tuntutan Global
Dengan melakukan PRISMA, perusahaan dapat memiliki daya saing dalam memenuhi tuntutan global agar
perusahaan menghormati HAM dan dapat menembus pasar ekonomi dunia

Mencegah dan Memitigasi Risiko Pelanggaran HAM oleh Perusahaan
PRISMA sebagai penilaian mandiri dapat menganalisa risiko pelanggaran HAM yang mungkin terjadi akibat dari
kegiatan bisnis suatu perusahaan, dan mengambil langkah-langkah untuk mencegah terjadinya pelanggaran
HAM. Dengan demikian, perusahaan dapat terhindar dari tuntutan hukum oleh korban dan masyarakat sekitar

Keberlanjutan Usaha
Perusahaan sebagai bagian dari masyarakat, perlu untuk menghormati HAM yang ada di dalam maupun di
sekitar perusahaan sebagai salah satu nilai-nilai dari prinsip keberlangsungan usaha (sustainable business)



Pemberian Penghargaan PRISMA Kepada

Pelaku Usaha 



Pemberian Penghargaan PRISMA Kepada Pelaku Usaha 



EVALUASI DAN TINDAK LANJUT

1. Menyiapkan Regulasi Pengganti PerPres 60/2023 yg lebih komprehensif & implementatif
(sementara proses pembahasan RPerpres pengganti, telah diterbitkan SE Menteri No Nomor MHA-
01.HA.03.02 Tahun 2025 tentang Penilaian Kepatuhan Bisnis dan HAM Bagi Pelaku Usaha)

2. Menyusun Kerangka kebijakan Indonesia Menuju Uji Tuntas HAM (Grand Design & Road Map)
3. Penyempurnaan Indikator Penilaian kepatuhan HAM bagi Pelaku Usaha yang sudah mengacu pada 

sektorisasi bisnis
4. Penyusunan Proses Bisnis & SOP penilaian Kepatuhan HAM bagi Pelaku Usaha
5. Forum Bisnis & HAM secara berkala (sinkronisasi, evaluasi atas implementasi serta 

Penganugerahan Bisnis & HAM )

1. Peningakatan Kapasitas ( Pegawai tingkat Pusat & Wilayah dan Pelaku Usaha)
2. Internailisasi secara masif kepada pelaku usaha dalam rangka Indonesia menuju Uji Tuntas HAM

Kebijakan

SDM

Pengembangan IT

1. Penyempurnaan Sistem (Mekanisme Verifikator, Fitur Opini Publik, Fitur indikator Sektorisasi )



Service 02

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 

adipiscing elit, sed do eiusmod tempor 

incididunt ut labore et dolore magna 

aliqua. Ut enim ad minim veniam

Learn More

CONTACTUS:

0812-5200-0670

Call Center Layanan PRISMA dan 
Unduh Informasi Terkait PRISMA

Yang dapat diunduh pada google drive call center 

PRISMA  yaitu:  Pedoman  PRISMA,  Surat  Edaran 

PRISMA, Pratinjau Pengisian PRISMA dan Format 

Permohonan Akses PRISMA.



Kementerian 
HAM bersama
PACCLA 
mendukung
Stop Pekerja
Anak 



TERIMA KASIH
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